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ABSTRAK  

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar pola transaksi ekonomi di Indonesia, sehingga 

menuntut penyesuaian konsep tanggung jawab hukum perdata terhadap kontrak elektronik dan peran 

platform marketplace. Penelitian ini menganalisis landasan normatif dan praktik hukum perdata dalam 

transaksi digital, dengan fokus pada keabsahan kontrak elektronik menurut KUHPerdata dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tanggung jawab 

platform marketplace terhadap kerugian konsumen dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis-dogmatis) 

dengan analisis perundang-undangan, doktrin, dan studi kasus transaksi daring. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kontrak elektronik secara normatif telah diakui sah dan mengikat, namun dalam 

praktik masih terdapat ketidakpastian mengenai pembuktian, autentikasi, dan klausula baku yang 

merugikan konsumen. Di sisi lain, platform marketplace memiliki tanggung jawab preventif, kontraktual, 

dan represif terhadap konsumen, tetapi dalam banyak kasus tanggung jawab tersebut masih terbatas pada 

aspek administratif dan teknis, sehingga perlu diperkuat konsep joint liability antara marketplace dan 

penjual. Artikel ini menyimpulkan perlunya harmonisasi lebih lanjut antara hukum perdata, regulasi digital, 

dan perlindungan konsumen untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang 

seimbang dalam ekosistem transaksi digital di Indonesia. 

 

Kata Kunci: tanggung jawab hukum perdata; transaksi digital; kontrak elektronik; platform marketplace; 

perlindungan konsumen; Indonesia. 

 

ABSTRACT  

Digital transformation has fundamentally changed economic transaction patterns in Indonesia, requiring 

adjustments to the concept of civil liability for electronic contracts and the role of marketplace platforms. 

This study analyses the normative basis and civil law practices in digital transactions, focusing on the 

validity of electronic contracts according to the Civil Code and Law 11 of 2008 on Electronic Information 

and Transactions, as well as the responsibility of marketplace platforms for consumer losses within the 

framework of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Government Regulation No. 80 of 2019 on 

Trading Through Electronic Systems. This research uses a normative (juridical-dogmatic) legal approach 

with an analysis of legislation, doctrine, and case studies of online transactions. The results of the study 

show that electronic contracts are normatively recognised as valid and binding, but in practice there is still 

uncertainty regarding evidence, authentication, and standard clauses that are detrimental to consumers. 

On the other hand, marketplace platforms have preventive, contractual, and repressive responsibilities 

towards consumers, but in many cases, these responsibilities are still limited to administrative and technical 

aspects, so the concept of joint liability between marketplaces and sellers needs to be strengthened. This 

article concludes that there is a need for further harmonisation between civil law, digital regulations, and 

consumer protection to ensure fairness, legal certainty, and balanced protection in the digital transaction 

ecosystem in Indonesia. 

Keywords: civil law liability; digital transactions; electronic contracts; marketplace platforms; consumer 

protection; Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah mengubah 

secara mendasar cara masyarakat berinteraksi, 

bertransaksi, dan membangun hubungan 

hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi memungkinkan 

terjadinya transaksi jual beli, perjanjian, dan 

pemenuhan kewajiban hukum secara 

elektronik, sehingga batas-batas fisik ruang 

dan waktu dalam hukum perdata semakin 

kabur. Fenomena ini menuntut penyesuaian 

konsep-konsep tradisional hukum perdata, 

seperti perjanjian, tanggung jawab, dan 

perlindungan konsumen, terhadap realitas 

transaksi digital yang bersifat cepat, lintas 

wilayah, dan seringkali anonim. 

Di Indonesia, maraknya penggunaan 

platform marketplace dan layanan 

e-commerce menunjukkan bahwa transaksi 

digital bukan lagi sekadar alternatif, 

melainkan menjadi pola utama aktivitas 

ekonomi rumah tangga dan pelaku usaha 

mikro, kecil, dan menengah (Amelia, 2025). 

Data menunjukkan pertumbuhan signifikan 

jumlah pengguna internet dan transaksi 

daring, yang sekaligus meningkatkan potensi 

terjadinya sengketa perdata seperti penipuan, 

ketidaksesuaian barang, dan pelanggaran 

kewajiban kontraktual. Kondisi ini 

menegaskan urgensi pengaturan yang jelas 

mengenai tanggung jawab hukum perdata 

dalam ekosistem digital (Syafriana, 2016). 

Dalam konteks hukum perdata, 

tanggung jawab hukum merujuk pada 

konsekuensi hukum yang melekat pada pihak 

yang melanggar kewajiban, baik berdasarkan 

perjanjian maupun perbuatan melawan 

hukum. Prinsip-prinsip tanggung jawab 

perdata, seperti fault-based liability, strict 

liability, dan contractual liability, tetap 

menjadi fondasi normatif, meskipun 

implementasinya dalam transaksi digital 

menuntut penafsiran yang lebih adaptif 

terhadap kekhasan media elektronik. Tanpa 

penyesuaian ini, kepastian hukum dan 

perlindungan pihak yang dirugikan, terutama 

konsumen, menjadi rentan tergerus (Adelia et 

al., 2025). Salah satu manifestasi paling 

krusial dari transformasi digital dalam hukum 

perdata adalah munculnya kontrak elektronik 

sebagai instrumen utama pembentukan 

hubungan hukum. Kontrak elektronik, yang 

didefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat 

dan disepakati melalui media elektronik, telah 

diakui secara normatif melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 

Namun, pengakuan normatif tersebut belum 

sepenuhnya diikuti oleh kepastian praktis 

terkait keabsahan, pembuktian, dan 

penegakan kewajiban dalam kontrak 

elektronik (Santoso & Pratiwi, 2018). 

Secara teoritis, kontrak elektronik tetap 

harus memenuhi syarat sah perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, 

kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab 

yang halal. Studi-studi terkini menunjukkan 

bahwa kontrak elektronik pada dasarnya 

memenuhi syarat-syarat tersebut, asalkan 

sistem elektronik yang digunakan andal, 

transparan, dan memenuhi prinsip 

akuntabilitas. Namun, dalam praktik, masih 

ditemukan ketidakjelasan mengenai bentuk 

persetujuan digital (click-wrap, 

browse-wrap), autentikasi identitas pihak, dan 

pembuktian adanya kesepakatan, sehingga 

menimbulkan keraguan hukum di kalangan 

pelaku transaksi (Panjaitan & Pramono, 

2023). 
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Di sisi lain, keberadaan platform 

marketplace menambah kompleksitas struktur 

hubungan hukum dalam transaksi digital. 

Marketplace tidak hanya berperan sebagai 

penyedia infrastruktur teknis, tetapi juga 

berfungsi sebagai perantara yang 

memfasilitasi interaksi antara penjual dan 

pembeli, mengelola pembayaran, serta 

menyediakan mekanisme penyelesaian 

sengketa. Dalam banyak kasus, konsumen 

mengalami kerugian akibat tindakan penjual, 

tetapi platform marketplace justru menjadi 

pihak yang paling mudah diakses secara 

hukum, sehingga muncul pertanyaan 

mengenai sejauh mana tanggung jawab 

hukum perdata marketplace terhadap kerugian 

konsumen (Winn & Wright, 2000). 

Secara konseptual, posisi marketplace 

sering dikaitkan dengan prinsip intermediary 

liability, yaitu tanggung jawab penyelenggara 

sistem elektronik yang bertindak sebagai 

perantara antara pihak-pihak yang 

bertransaksi. Di Indonesia, ketentuan 

mengenai tanggung jawab penyelenggara 

sistem elektronik diatur dalam UU ITE dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik, yang menegaskan bahwa 

penyelenggara sistem elektronik dapat 

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul 

jika terdapat kelalaian atau pelanggaran 

kewajiban hukum tertentu (Zakaria et al., 

2023). Namun, batas-batas tanggung jawab 

tersebut masih tumpang tindih dan sering 

menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen 

maupun pelaku usaha. 

Dalam kerangka perlindungan 

konsumen, transaksi digital memunculkan 

tantangan baru yang tidak sepenuhnya 

terjawab oleh Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

UU Perlindungan Konsumen yang dirancang 

pada era transaksi konvensional menghadapi 

kesenjangan regulasi ketika diterapkan pada 

transaksi daring, di mana informasi sering 

tidak seimbang, klausula baku bersifat 

standar, dan mekanisme penyelesaian 

sengketa masih terbatas pada forum 

tradisional. Akibatnya, konsumen digital 

kerap mengalami kesulitan mengakses 

keadilan, terutama ketika berhadapan dengan 

pelaku usaha besar atau platform lintas negara 

(El-Muhtaj, 2017). 

Di samping itu, implementasi 

perlindungan konsumen dalam transaksi 

digital di Indonesia menunjukkan berbagai 

kelemahan struktural, termasuk lemahnya 

peran Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dalam menangani 

sengketa elektronik, kurangnya mekanisme 

penyelesaian sengketa daring (Online Dispute 

Resolution/ODR), serta kompleksitas 

yurisdiksi lintas wilayah dalam kasus 

transaksi lintas negara. Studi-studi terbaru 

menegaskan perlunya harmonisasi antara UU 

Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan PP 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik agar 

perlindungan konsumen digital menjadi lebih 

efektif dan terukur (Prawirakusuma & 

Sulistiyantoro, 2024). 

Di tingkat internasional, negara-negara 

maju telah mengembangkan kerangka hukum 

yang lebih adaptif terhadap transaksi digital, 

misalnya melalui regulasi seperti Digital 

Services Act di Uni Eropa dan berbagai 

instrumen UNCITRAL tentang hukum 

perdagangan elektronik. Regulasi-regulasi 

tersebut menekankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan tanggung jawab bersama 

antara penyelenggara platform dan pelaku 

usaha, sekaligus memberikan mekanisme 

perlindungan konsumen yang lebih modern 

dan efisien. Hal ini menjadi rujukan penting 

bagi Indonesia dalam merancang pembaruan 
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hukum perdata yang responsif terhadap 

dinamika transaksi digital (Fahriawan et al., 

2025). 

Berangkat dari realitas dan tantangan 

tersebut, penelitian ini berangkat dari 

pertanyaan sentral: bagaimana tanggung 

jawab hukum perdata dalam transaksi digital 

di Indonesia, khususnya dalam konteks 

kontrak elektronik dan peran platform 

marketplace terhadap perlindungan 

konsumen? Penelitian ini bertujuan 

menganalisis landasan normatif, konseptual, 

dan praktik hukum yang relevan untuk 

memperjelas posisi hukum para pihak dalam 

transaksi digital, sekaligus mengidentifikasi 

celah regulasi dan menawarkan rekomendasi 

pembaruan hukum perdata yang lebih adil dan 

seimbang. 

 

METODE 

Secara metodologis, penelitian ini 

menggunakan pendekatan hukum normatif 

(yuridis-dogmatis) dengan fokus pada analisis 

perundang-undangan, doktrin, putusan 

pengadilan, dan literatur hukum terkait. Data 

primer diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan nasional dan 

internasional, sementara data sekunder 

berasal dari jurnal ilmiah, artikel, dan studi 

kasus transaksi digital di Indonesia (Ihugba, 

2020); (Eliyah & Aslan, 2025). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kontrak Elektronik dalam 

Transaksi Digital 

Kontrak elektronik merupakan 

manifestasi paling nyata dari transformasi 

hukum perdata di era digital, yaitu perjanjian 

yang dibuat dan disepakati melalui media 

elektronik seperti situs web, aplikasi, atau 

platform daring. Di Indonesia, kontrak 

elektronik diakui sebagai bentuk perjanjian 

yang sah dan mengikat, sepanjang memenuhi 

syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur 

dalam KUHPerdata dan ketentuan khusus 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 (Asrofi, 2022). Pengakuan 

normatif ini menegaskan bahwa media 

elektronik bukan menghapuskan, melainkan 

memperluas cakupan ruang hukum perdata. 

Secara konseptual, kontrak elektronik 

tetap harus memenuhi empat syarat sah 

perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, 

yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, 

objek tertentu, dan sebab yang halal. 

Penelitian terkini menunjukkan bahwa 

kontrak elektronik pada dasarnya dapat 

memenuhi syarat-syarat tersebut, asalkan 

sistem elektronik yang digunakan andal, 

transparan, dan memungkinkan identifikasi 

pihak serta kejelasan isi perjanjian 

(Kuspraningrum, 2011a). Dengan demikian, 

perbedaan utama antara kontrak konvensional 

dan kontrak elektronik bukan pada substansi, 

melainkan pada media dan mekanisme 

pembentukan persetujuan. 

Dalam praktik transaksi digital, bentuk 

persetujuan sering kali diwujudkan melalui 

click-wrap agreement (pencetlan tombol 

“setuju” atau “lanjutkan”), browse-wrap 

agreement (penggunaan layanan dianggap 

setuju terhadap syarat dan ketentuan yang 

tercantum di situs), atau scroll-wrap 

agreement (pengguna harus menggulir ke 

bawah sebelum dapat menyetujui). 

Bentuk-bentuk ini menimbulkan persoalan 

hukum mengenai apakah kesepakatan 

benar-benar lahir dari kehendak bebas para 

pihak, terutama ketika klausula baku disajikan 

secara sepihak oleh penyelenggara sistem 

elektronik (Kuspraningrum, 2011a). Tanpa 

penegakan prinsip keseimbangan informasi, 

kontrak elektronik justru dapat memperkuat 

posisi dominan penyelenggara layanan. 
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Di sisi normatif, Pasal 18 ayat (1) UU 

ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik 

yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik 

mengikat para pihak, selama memenuhi syarat 

sah perjanjian menurut KUHPerdata dan 

ketentuan UU ITE (Asrofi, 2022). Ketentuan 

ini menjadi dasar utama bahwa kontrak 

elektronik memiliki kekuatan hukum yang 

setara dengan kontrak konvensional, asalkan 

sistem elektronik yang digunakan memenuhi 

prinsip keandalan, keutuhan, dan 

keterlacakannya (Kuspraningrum, 2011b). 

Namun, penegasan normatif tersebut belum 

sepenuhnya menjamin kepastian hukum 

dalam praktik, terutama terkait pembuktian 

dan penegakan kewajiban. 

Mengenai keabsahan kontrak 

elektronik, beberapa kajian menegaskan 

bahwa keabsahan kontrak elektronik pada 

dasarnya merujuk kembali kepada Pasal 1320 

KUHPerdata, sementara UU ITE hanya 

mengatur aspek teknis dan pembuktian 

(Kuspraningrum, 2011a). Perbedaan utama 

terletak pada penambahan syarat teknis, 

seperti sistem elektronik yang andal, 

kemampuan memastikan integritas informasi, 

serta kemudahan pembuktian keberadaan dan 

isi kontrak (Artanti & Widiatno, 2020). Tanpa 

pemenuhan syarat teknis ini, meskipun 

substansi perjanjian tampak sah, kontrak 

elektronik dapat bermasalah pada tahap 

pembuktian dan penegakan. 

Dalam konteks kekuatan pembuktian, 

kontrak elektronik diakui sebagai alat bukti 

yang sah dalam proses peradilan, sepanjang 

informasi elektronik tersebut dapat dijamin 

keutuhan, keaslian, dan keterlacakan isinya. 

Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa 

informasi elektronik dan dokumen elektronik 

memiliki kekuatan hukum dan kekuatan 

pembuktian yang sah, sehingga perjanjian 

elektronik dapat dijadikan dasar klaim perdata 

di pengadilan (Palu et al., 2025). Namun, 

tantangan praktis muncul ketika pihak yang 

dirugikan kesulitan mengakses log sistem, 

data server, atau bukti elektronik lain yang 

berada di bawah kendali penyelenggara 

sistem elektronik. 

Di samping itu, autentikasi identitas 

pihak dalam kontrak elektronik menjadi isu 

krusial, terutama dalam transaksi lintas 

wilayah atau antara pelaku usaha besar dan 

konsumen individu. Sistem verifikasi seperti 

username-password, OTP, e-KYC, atau tanda 

tangan elektronik kualifikasi dapat 

meningkatkan kepastian bahwa pihak yang 

menyetujui kontrak adalah benar-benar pihak 

yang dimaksud (Palu et al., 2025). Namun, 

jika sistem verifikasi lemah atau rawan 

manipulasi, kontrak elektronik berpotensi 

digunakan sebagai instrumen penipuan atau 

pembuatan perjanjian tanpa persetujuan yang 

sah. 

Dalam kerangka tanggung jawab 

hukum perdata, kontrak elektronik 

menimbulkan konsekuensi yang sama dengan 

kontrak konvensional, yaitu kewajiban 

pelaksanaan, tanggung gugat atas 

wanprestasi, dan kemungkinan pemutusan 

perjanjian. Apabila salah satu pihak gagal 

memenuhi kewajiban, pihak yang dirugikan 

dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan 

prinsip contractual liability sebagaimana 

diatur dalam KUHPerdata (Septiari & Ujianti, 

2025); (Artanti & Widiatno, 2020). Namun, 

kompleksitas muncul ketika kerugian timbul 

bukan hanya dari pelanggaran kontrak, tetapi 

juga dari kegagalan sistem elektronik atau 

kelalaian penyelenggara platform. 

Di Indonesia, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun kontrak 

elektronik secara normatif diakui sah dan 

mengikat, dalam praktik masih ditemukan 

ketidakjelasan mengenai kekuatan perikatan 
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dan batas tanggung jawab para pihak, 

terutama dalam transaksi e-commerce dan 

layanan berlangganan daring 

(Kuspraningrum, 2011b). Misalnya, ketika 

konsumen mengalami kerugian karena 

pembatalan transaksi sepihak oleh platform 

atau penjual, seringkali sulit menentukan 

apakah platform marketplace bertanggung 

jawab secara perdata atau hanya berperan 

sebagai perantara. 

Di sisi lain, kontrak elektronik juga 

memunculkan persoalan klausula baku 

(standar terms) yang sering kali disusun 

secara sepihak oleh penyelenggara sistem 

elektronik. Klausula-klausula ini dapat 

membatasi tanggung jawab penyelenggara, 

membatasi hak konsumen, atau mengatur 

yurisdiksi secara sepihak, sehingga berpotensi 

merugikan pihak yang lebih lemah (Artanti & 

Widiatno, 2020). Tanpa pengawasan dan 

penafsiran yang adil oleh lembaga peradilan 

atau lembaga perlindungan konsumen, 

kontrak elektronik dapat menjadi instrumen 

yang memperlebar ketimpangan kekuatan 

dalam hubungan hukum digital. 

Dalam konteks perlindungan 

konsumen, kontrak elektronik harus diuji 

tidak hanya dari sisi keabsahan formal, tetapi 

juga dari sisi keadilan materiil. Prinsip-prinsip 

perlindungan konsumen, seperti 

keseimbangan informasi, larangan klausula 

baku yang merugikan, dan hak pembatalan 

dalam jangka waktu tertentu, perlu 

diintegrasikan dalam penafsiran dan 

penegakan kontrak elektronik (Patricia, 

2024). Tanpa itu, pengakuan normatif 

terhadap kontrak elektronik justru dapat 

mengikis perlindungan konsumen dalam 

transaksi digital. 

Di tingkat internasional, regulasi seperti 

UNCITRAL Model Law on Electronic 

Commerce dan berbagai instrumen Uni Eropa 

menekankan bahwa kontrak elektronik harus 

diperlakukan secara setara dengan kontrak 

konvensional, namun dengan penambahan 

standar keamanan, keandalan, dan 

perlindungan konsumen (Kuspraningrum, 

2011b). Pendekatan ini memberikan rujukan 

penting bagi Indonesia untuk menyelaraskan 

hukum kontrak perdata dengan standar global, 

sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi 

pelaku transaksi digital. 

Dalam praktik di Indonesia, beberapa 

putusan pengadilan dan kajian akademik 

menunjukkan bahwa kontrak elektronik yang 

memenuhi syarat sah perjanjian menurut 

KUHPerdata dan ketentuan UU ITE dapat 

dijadikan dasar pertimbangan hukum yang 

kuat, termasuk untuk menetapkan ganti 

kerugian atau pemutusan perjanjian (Asrofi, 

2022). Namun, masih diperlukan kejelasan 

lebih lanjut mengenai standar teknis sistem 

elektronik, mekanisme penyimpanan bukti 

elektronik, dan pembagian tanggung jawab 

antara penjual, pembeli, dan penyelenggara 

sistem elektronik. 

Dengan demikian, kontrak elektronik 

dalam transaksi digital pada dasarnya 

memiliki kekuatan hukum yang setara dengan 

kontrak konvensional, sepanjang memenuhi 

syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata 

dan ketentuan UU ITE. Namun, tantangan 

utama terletak pada implementasi, khususnya 

terkait pembuktian, autentikasi, klausula 

baku, dan pembagian tanggung jawab dalam 

ekosistem transaksi digital yang melibatkan 

konsumen, pelaku usaha, dan platform 

marketplace. Oleh karena itu, diperlukan 

sinkronisasi lebih lanjut antara hukum kontrak 

perdata, regulasi digital, dan perlindungan 

konsumen untuk memperkuat kepastian 

hukum dan keadilan dalam transaksi digital di 

Indonesia. 

 

Tanggung Jawab Hukum dan 

Perlindungan Konsumen oleh Platform 

Marketplace 
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Platform marketplace telah berubah dari 

sekadar penyedia infrastruktur teknis menjadi 

aktor kunci dalam ekosistem transaksi digital, 

yang tidak hanya memfasilitasi interaksi 

antara penjual dan pembeli, tetapi juga turut 

memengaruhi pola hubungan hukum dan 

distribusi risiko dalam transaksi daring. Di 

Indonesia, marketplace seperti Tokopedia, 

Shopee, dan Bukalapak menjadi pusat 

perdagangan elektronik yang menampung 

jutaan pelaku usaha dan konsumen, sehingga 

posisi hukum mereka menjadi objek penting 

dalam analisis tanggung jawab hukum perdata 

(Djamaludin & Fuad, 2024); (Jusar et al., 

2023). Kondisi ini menuntut penegasan batas 

tanggung jawab marketplace terhadap 

kerugian konsumen, baik secara kontraktual 

maupun perbuatan melawan hukum. 

Secara konseptual, marketplace sering 

dikategorikan sebagai penyelenggara sistem 

elektronik dan pelaku usaha dalam kerangka 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (PP PMSE) (Jusar et al., 2023); 

(Adelia et al., 2025). Karena itu, marketplace 

tidak hanya bertanggung jawab sebagai 

perantara transaksi, tetapi juga wajib 

memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen, 

termasuk keamanan transaksi, keakuratan 

informasi, dan mekanisme penyelesaian 

sengketa (Adelia et al., 2025); BSK, 2024). 

Dalam praktik, kerugian konsumen 

dalam transaksi di marketplace dapat muncul 

dari berbagai sumber, seperti penipuan 

penjual, barang tidak sesuai pesanan, barang 

palsu, keterlambatan pengiriman, atau 

kegagalan sistem pembayaran. Meskipun 

kerugian sering kali bersumber dari tindakan 

penjual, konsumen cenderung menganggap 

marketplace sebagai pihak yang paling mudah 

diakses secara hukum, sehingga menimbulkan 

pertanyaan mengenai sejauh mana 

marketplace dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas kerugian yang 

ditimbulkan pihak ketiga (Jusar et al., 2023); 

(Djamaludin & Fuad, 2024). Hal ini menjadi 

titik krusial dalam analisis tanggung jawab 

hukum perdata di era digital. 

Berdasarkan hasil penelitian hukum 

normatif, marketplace di Indonesia memiliki 

beberapa bentuk tanggung jawab hukum 

terhadap konsumen, yaitu tanggung jawab 

kontraktual, tanggung jawab preventif, dan 

tanggung jawab represif (Halim, 2023). 

Tanggung jawab kontraktual tercermin dalam 

mekanisme refund, return, dan penyelesaian 

sengketa yang diatur dalam syarat dan 

ketentuan platform, sedangkan tanggung 

jawab preventif meliputi verifikasi penjual, 

pengawasan konten iklan, dan pengelolaan 

sistem keamanan transaksi. Tanggung jawab 

represif muncul ketika marketplace wajib 

memberikan kompensasi atau penggantian 

kerugian ketika terjadi pelanggaran terhadap 

hak konsumen. 

Dalam kerangka UUPK, pelaku usaha, 

termasuk marketplace, wajib memberikan 

kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 

atas kerugian yang dialami konsumen akibat 

barang atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 

19 UUPK). Ketentuan ini diperkuat oleh PP 

PMSE yang secara eksplisit mewajibkan 

pelaku usaha dalam sistem elektronik, 

termasuk marketplace, untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak konsumen (Adelia et 

al., 2025) 2025; BSK, 2024). Dengan 

demikian, marketplace tidak dapat 

sepenuhnya mengalihkan tanggung jawab 

kepada penjual, terutama ketika platform 

memiliki kendali atas aspek teknis dan 

administratif transaksi. 
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Di sisi lain, prinsip intermediary 

liability menegaskan bahwa penyelenggara 

sistem elektronik dapat bertanggung jawab 

apabila terdapat kelalaian atau pelanggaran 

kewajiban hukum tertentu, misalnya gagal 

melakukan verifikasi penjual, mengabaikan 

laporan penipuan, atau tidak menyediakan 

sistem keamanan yang memadai (Djamaludin 

& Fuad, 2024). Dalam konteks marketplace, 

prinsip ini berarti bahwa platform dapat 

dimintai pertanggungjawaban meskipun 

kerugian konsumen berasal dari tindakan 

penjual, selama marketplace dianggap 

memiliki kendali atau pengaruh signifikan 

atas transaksi yang berlangsung di 

platform-nya (Halim, 2023). 

Dalam praktik, bentuk tanggung jawab 

marketplace terhadap kerugian konsumen 

sering kali masih terbatas pada aspek 

administratif dan teknis, seperti pengembalian 

dana, penggantian barang, atau penutupan 

akun penjual, tanpa menimbulkan 

konsekuensi hukum perdata yang lebih luas 

(Amaliya et al., 2025). Akibatnya, konsumen 

yang mengalami kerugian besar, misalnya 

penipuan skala besar atau pelanggaran data 

pribadi, seringkali menghadapi kesulitan 

untuk memperoleh ganti kerugian yang 

memadai melalui mekanisme internal 

platform. 

Di samping itu, marketplace juga 

memiliki kewajiban untuk menyediakan 

mekanisme penyelesaian sengketa secara 

daring (Online Dispute Resolution/ODR) 

yang efektif dan adil. ODR berpotensi 

menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang 

lebih efisien dibandingkan proses litigasi 

tradisional, terutama untuk sengketa dengan 

nilai kerugian yang relatif kecil namun 

jumlahnya sangat banyak (Adelia et al., 

2025). Namun, tanpa standar minimum yang 

diatur oleh regulasi, mekanisme ODR di 

marketplace dapat berpotensi memihak 

penyelenggara platform dan mengurangi 

akses keadilan bagi konsumen. 

Dalam kerangka perlindungan 

konsumen, konsumen yang dirugikan dapat 

menempuh berbagai upaya hukum, baik 

non-litigasi maupun litigasi. Upaya 

non-litigasi meliputi pengaduan kepada 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK), pengaduan kepada lembaga 

pengawas sektor (misalnya OJK untuk 

transaksi keuangan digital), atau pengaduan 

administratif kepada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika terkait 

penyelenggaraan sistem elektronik (Halim, 

2023). Di sisi lain, konsumen juga dapat 

mengajukan gugatan perdata terhadap 

marketplace dengan dasar wanprestasi atau 

perbuatan melawan hukum apabila platform 

tidak melaksanakan kewajiban ganti rugi 

sebagaimana diatur dalam UUPK dan PP 

PMSE (Subagyono et al., 2023). 

Beberapa kajian yang telah dilakukan 

seperti (Amaliya et al., 2025). menunjukkan 

bahwa konsep joint liability antara 

marketplace dan penjual perlu diperkuat 

dalam regulasi nasional, sehingga ketika 

konsumen mengalami kerugian, tanggung 

jawab tidak hanya dibebankan kepada 

penjual, tetapi juga kepada marketplace dalam 

skenario tertentu. Penguatan joint liability 

akan mendorong marketplace untuk lebih 

proaktif dalam melakukan verifikasi penjual, 

mengawasi transaksi, dan menyediakan 

jaminan keamanan, sekaligus memberikan 

perlindungan yang lebih nyata bagi 

konsumen. 

Di tingkat internasional, negara-negara 

seperti Uni Eropa telah mengatur kewajiban 

spesifik bagi platform e-commerce, termasuk 

kewajiban transparansi, verifikasi penjual, 

dan tanggung jawab bersama dalam kasus 

tertentu (Subagyono et al., 2023); (Wandani, 

2025). Pendekatan ini memberikan rujukan 

penting bagi Indonesia untuk menyusun 
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regulasi yang lebih tegas mengenai kewajiban 

marketplace dalam menanggung kerugian 

konsumen, termasuk mekanisme tanggung 

jawab bersama (joint liability) antara 

marketplace dan merchant (S & Gunadi, 

2025). 

Dalam praktik di Indonesia, beberapa 

putusan pengadilan dan kajian akademik 

menunjukkan bahwa marketplace dapat 

dimintai pertanggungjawaban secara perdata 

ketika terbukti melakukan kelalaian atau 

gagal memenuhi kewajiban hukumnya 

sebagai pelaku usaha dan penyelenggara 

sistem elektronik (S & Gunadi, 2025). 

Namun, masih diperlukan kejelasan lebih 

lanjut mengenai standar kelalaian, batas 

tanggung jawab, dan mekanisme pembuktian, 

terutama dalam kasus yang melibatkan 

transaksi lintas wilayah atau penjual yang 

tidak dapat diidentifikasi. 

Di sisi konsumen, literasi hukum dan 

digital menjadi faktor penting dalam 

memanfaatkan mekanisme perlindungan yang 

tersedia. Konsumen yang memahami 

hak-haknya, syarat dan ketentuan platform, 

serta mekanisme pengaduan dan gugatan, 

cenderung lebih mampu menuntut 

pertanggungjawaban marketplace secara 

efektif  (Subagyono et al., 2023) BSK, 2024). 

Oleh karena itu, selain perbaikan regulasi, 

diperlukan program edukasi hukum dan 

digital yang menyasar konsumen, terutama 

kelompok rentan dan pengguna baru platform 

marketplace. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa platform marketplace 

memiliki tanggung jawab hukum perdata 

yang luas terhadap konsumen, tidak hanya 

sebagai fasilitator transaksi, tetapi juga 

sebagai pelaku usaha dan penyelenggara 

sistem elektronik yang wajib menjamin 

keamanan, keadilan, dan kepastian hukum 

dalam transaksi digital. Namun, dalam 

praktik, tanggung jawab marketplace masih 

terbatas pada aspek administratif dan teknis, 

sehingga diperlukan penguatan regulasi, 

penguatan mekanisme joint liability, serta 

peningkatan literasi hukum konsumen untuk 

memastikan perlindungan yang lebih adil, 

seimbang, dan sesuai dengan dinamika 

perdagangan digital di Indonesia.

 

SIMPULAN 

Tanggung jawab hukum perdata dalam 

transaksi digital di Indonesia telah mengalami 

perluasan makna seiring dengan maraknya 

penggunaan kontrak elektronik dan platform 

marketplace. Kontrak elektronik yang dibuat 

melalui sistem elektronik diakui sah dan 

mengikat selama memenuhi syarat sah 

perjanjian menurut KUHPerdata dan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 

Namun, dalam praktik masih terdapat 

ketidakpastian mengenai kekuatan 

pembuktian, autentikasi identitas pihak, dan 

pengaruh klausula baku yang sering kali 

merugikan konsumen, sehingga menuntut 

penafsiran dan penegakan hukum yang lebih 

adaptif terhadap dinamika transaksi digital. 

Platform marketplace tidak hanya 

berperan sebagai perantara teknis, tetapi juga 

sebagai pelaku usaha dan penyelenggara 

sistem elektronik yang memiliki tanggung 

jawab preventif, kontraktual, dan represif 

terhadap konsumen. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik, marketplace wajib menjamin 
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keamanan transaksi, keakuratan informasi, 

serta menyediakan mekanisme penyelesaian 

sengketa yang adil. Namun, dalam banyak 

kasus, tanggung jawab marketplace masih 

terbatas pada aspek administratif dan teknis, 

sehingga perlu diperkuat konsep joint liability 

antara marketplace dan penjual untuk 

mencegah ketimpangan perlindungan bagi 

konsumen. 

Secara keseluruhan, kerangka hukum 

perdata Indonesia telah menunjukkan respons 

terhadap transformasi digital melalui 

pengakuan kontrak elektronik dan penguatan 

perlindungan konsumen dalam transaksi 

elektronik. Namun, untuk mewujudkan 

keadilan dan kepastian hukum yang lebih 

seimbang, diperlukan harmonisasi lebih lanjut 

antara hukum perdata, regulasi digital, dan 

perlindungan konsumen, termasuk standar 

teknis sistem elektronik, mekanisme 

pembuktian, dan penguatan literasi hukum 

konsumen. Dengan demikian, transaksi digital 

di Indonesia dapat berkembang secara 

inklusif, aman, dan berkeadilan bagi seluruh 

pihak yang terlibat. 
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